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BUPATI BANGKA TENGAH 
 
 
 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 

NOMOR  46  TAHUN  2011 
 

TENTANG 
 

KETERTIBAN UMUM 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI BANGKA TENGAH,  
 
Menimbang  :  a. bahwa untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, 

aman, tenteram lahir dan batin, Pemerintah Daerah memiliki 
kewajiban untuk melindungi serta memelihara ketertiban umum 
dan ketentraman masyarakat; 

 
b. bahwa agar kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dapat terwujud, diperlukan pengaturan di bidang 
ketertiban umum yang mampu melindungi warga mayarakat, 
sarana dan prasarana beserta kelengkapannya di Kabupaten 
Bangka Tengah; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Ketertiban Umum; 

 
 
Mengingat    :    1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 

 
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 
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4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang 

Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3702); 

 
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 

 
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247); 

 
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 

 
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 

 
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4967); 

 
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5025); 

 
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 

 
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 
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14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 
2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3527); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana 

dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3529); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya 

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3838); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan 

Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembar Negara Republik 
Indonesia Nomor 5094); 
 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang 
Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam 
Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia; 
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Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH  KABUPATEN  BANGKA TENGAH 

 
dan 

 
BUPATI BANGKA TENGAH 

 
 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Bangka Tengah. 

5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau 
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang 
sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.  

6. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan 
tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan guna 
mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram 
lahir dan batin. 

7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, 
daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan 
perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan 
kesejahteraan manusia serta makluk hidup lain. 

8. Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam 
wilayah daerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun 
kegiatan lainnya, kecuali makam. 

9. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk 
apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap 
dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 

10. Jalur hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka tanpa bangunan 
yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan sebagai salah satu 
sarana dan pengadaan taman kota. 

11. Taman adalah lahan yang ditanami dengan bunga-bungaan dan 
pepohonan sebagai tempat yang nyaman dan indah. 
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12. Trotoar adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan 

yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau 
pihak lain. 

13. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah 
permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, 
sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara. 

14. Minuman beralkohol adalah minuman yang diproses dari bahan 
hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara 
fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, 
baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, 
menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses 
dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan 
cara pengenceran minuman beralkohol, sehingga produk akhirnya 
berbentuk cairan yang mengandung ethanol. 

15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS 
adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah 
Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk 
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.  

 
 

BAB II 
KETERTIBAN 

 
 Bagia Kesatu 

Umum  
 

Pasal 2 
 

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum 
di Daerah. 
 
 

Pasal 3 
 
Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 meliputi : 
a. tertib bangunan; 
b. tertib jalan, trotoar dan angkutan jalan; 
c. tertib jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum; 
d. tertib usaha;  
e. tertib lingkungan; 
f. tertib Sungai, Pantai, Laut, Kolam, Kolong, Saluran Air dan Sumber 

Air; 
g. tertib Sosial; 
h. tertib Kesehatan; 
i. tertib Parkir; 
j. tertib tempat hiburan dan keramaian; 
k. tertib peran serta masyarakat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


